
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, telah dimulai era baru dalam penerapan standar akuntansi pada Pemerintah Daerah. Jika sebelum tahun 2015, Pemerintah Daerah masih diperbolehkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual), maka mulai tahun 2015 dan seterusnya, semua Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Salah satu konsekuensi dari penerapan SAP Berbasis Akrual adalah bertambahnya jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Ada 5 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrual, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO,LPE, dan Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Laporan Keuangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak diharapkan dapat menyediakan informasi tentang:

a. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

b. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f.    perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan
g.  yang dilakukan selama periode pelaporan.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan DINSOSDALDUKKBP3A disusun berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

g. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
p. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual.
q. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019
r. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupatin Purbalingga Nomor 65 Tahun 2018 tentang   Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019
1.3. Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
	BAB I
	PENDAHULUAN

	
	Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

	BAB II
	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

	
	Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, memuat juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target kinerja APBD.

	BABIII
	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

	
	Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.


	BAB IV
	KEBIJAKAN AKUNTANSI

	
	Memuat penjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang  mendasari  penyusunan  laporan  keuangan  dan  basis  pengukuran  yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

	BAB V
	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

	
	Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai komponen pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Memuat penjelasan mengenai pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual ke basis akrual serta rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan SKPD, sebagai berikut:
1. Penjelasan atas Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual Basis) ke Basis Akrual(Accrual Basis) pada Laporan Keuangan Tahun 2014.
2. Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

b. Belanja
3. Neraca

a. Aset

b. Kewajiban

c.         c.  Ekuitas
4. Laporan Operasional

a. Pendapatan – LO

b. Beban

c. Kegiatan Non Operasional

d. Pos Luar Biasa

5. Laporan Perubahan Ekuitas


	BAB VI
	PENUTUP

	
	


BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,

DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1. Umum
2.1  Ekonomi Makro

       Dengan  asumsi  kondisi  ekonomi  makro  yang  stabil terdapat  perubahan      anggaran  sebesar Rp. 497.405.000,- ditujukan untuk mendukung kegiatan :
a. Penyediaan Bahan&Jasa Perkantoran bertambah sebesar Rp.31.600.000,-

      dari pagu awal Rp.584.000.000,- menjadi Rp. 615.600.000,-

Perubahan anggaran ini dikarenakan bertambahnya kebutuhan anggaran dibeberapa rekening, yaitu rekening Alat tulis kantor,belanja telepon,belanja listrik,belanja jasa publikasi,belanja penggandaan,belanja makan minum rapat dan belanja makan minum tamu.
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor bertambah sebesar                       Rp. 10.000.000,-  dari pagu awal Rp. 370.500.000,- menjadi                         Rp. 380.500.000,- 

Perubahan anggaran ini dikarenakan bertambahnya kebutuhan untuk mendukung pemeliharaan sarana dan prasarana kantor di beberapa rekening, yaitu rekening untuk perawatan kendaraan : belanja service,belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas.Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD bertambah sebesar Rp. 10.000.000,- dari pagu awal Rp. 10.000.000,00  menjadi          Rp. 20.000.000,00  

Perubahan anggaran ini dikarenakan adanya perubahan anggaran untuk tambahan belanja video keberhasilan pembangunan
d. Pemeliharaan Gedung UPT bertambah sebesar Rp. 11.550.000,-
      dari  pagu   awal  Rp. 0,-   menjadi  Rp. 11.550.000,-

Perubahan anggaran ini dikarenakan adanya tambahan anggaran pemeliharaan bangunan gedung kantor 5 % untuk 4 Balai Penyuluh Keluarga Berencana tahun 2018 yang belum diambil di tahun 2018 dan baru diajukan lagi pada anggaran tahun 2019
e. Pembinaan , Pengembangan dan Fasilitasi Keluarga Sejahtera 


Bertambah sebesar Rp. 5.000.000,- dari pagu awal Rp. 146.000.000,-menjadi Rp. 151.000.000,- 


Perubahan anggaran ini dikarenakan bertambahnya anggaran belanja sewa meja kursi dan belanja sewa tenda.

f. Penggerakan KKBPK di Kampung KB berkurang sebesar Rp. 76.000.000,-
      dari pagu awal Rp. 1.900.000.000,- menjadi Rp. 1.824.000.000,-


Perubahan anggaran ini dikarenakan berkurangnya anggaran belanja makan minum rapat.
g. Pembinaan ,Fasilitasi dan Evaluasi PUG dan PPRG bertambah sebesar        Rp. 40.000.000,-  dari pagu awal Rp. 108.343.000,- menjadi                       Rp. 148.343.000,-


Perubahan anggaran ini dikarenakan bertambahnya anggaran untuk belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan,belanja penghargaan, belanja jasa pihak ketiga,belanja jasa dekorasi, belanja penggandaan, belanja sewa meja kursi, belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber dan uang untuk diberikan kepada masyarakat.
h. Pembinaan,Fasilitasi dan Evaluasi PUHA bertambah sebesar                        Rp. 15.000.000,-  dari pagu awal Rp. 209.278.000,- menjadi                       Rp. 224.278.000,-     

Perubahan anggaran ini dikarenakan bertambahnya belanja jasa kantor yang terdiri dari belanja Alat tulis kantor, belanja jasa publikasi, belanja jasa akomodasi, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber.
i.   Fasilitasi Program Perlindungan Sosial  bertambah sebesar Rp. 1.080.000,-
     dari pagu awal Rp. 655.776.000,- menjadi Rp. 656.856.000,-


Perubahan anggaran ini dikarenakan bertambahnya anggaran pada honorarium panitia pelaksana kegiatan.
j. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggara Kesejahteraan Sosial  sebesar                  Rp. 47.000.000,- dari pagu awal Rp. 971.315.000.000,- menjadi                  Rp. 1.018.315.000,-
        Perubahan anggaran ini dikarenakan bertambahnya anggaran pada honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja paket/pengiriman, belanja jasa dokumentasi, belanja jasa tenaga sosial/pelayanan, belanja cetak dan  penggandaan, belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah
k.    Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial     bertambah  

 sebesar    Rp. 122.700.000,-   dari  pagu  awal  Rp.  63.258.000-    menjadi 
    Rp 185.958.000,-

 Perubahan anggaran ini dikarenakan bertambahnya anggaran Honorarium panitia pelaksana kegiatan,belanja alat tulis kantor,belanja jasa publikasi, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja sewa meja kursi, belanja sewa tenda/tratag, belanja sewa sound system, belanja makan dan minum rapat, belanja pakaian kerja lapangan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber.
l.    Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan    bertambah   sebesar     

       Rp.  226.500.000,-  dari     pagu     awal      Rp.  889.651.000,-       menjadi  

       Rp. 1.116.151.000,-
       Perubahan anggaran ini dikarenakan bertambahnya anggaran Honorarium panitia pelaksana kegiatan,bertambahnya anggaran belanja cetak dan penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah.

m. Operasional rumah singgah berkurang sebesar  Rp 23.025.000,- dari pagu awal Rp. 538.322.000,-  menjadi  Rp. 515.297.000,-


 Perubahan anggaran  ini dikarenakan bertambahnya anggaran belanja alat listrik dan elektronik, belanja peralataan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan perlengkapan kerja, belanja perlengkapan rumah tangga, belanja bahan bibit tanaman, belaja perlengkapan kantor, belanja telepon, belanja jasa tenaga sosial/pelayanan berkurang sebesar Rp. 78.000.000,- yang semula dianggarkan 10 org berkurang menjadi 4 orang.Bertambahnya anggaran untuk belanja modal yaitu belanja modal pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor, belanja modal peralatan dan mesin pengadaan mebelair 
n. Pembinaan Program KB Berbasis Masyarakat (DAK Non Fisik) berkurang sebesar  Rp 305.847.000,- dari pagu awal Rp. 1.434.000.000,-  menjadi     Rp. 1.128.153.000,-


 Perubahan  anggaran  ini   dikarenakan berkurangnya anggaran belanja Alat 

 Tulis kantor, belanja penggandaan dan belanja perjalanan dinas dalam daerah.
o.  
Pengadaan Media KIE dan Management (DAK Non Fisik)   bertambah   sebesar Rp. 381.847.000,- dari pagu awal  Rp. 456.395.000,- menjadi        Rp. 838.242.000,-


Perubahan anggaran ini dikarenakan adanya penambahan anggaran pada belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja Alat tulis kantor, belanja perangko, belanja umbul-umbul, belanja cenderamata, belanja perlengkapan kantor, belanja publikasi, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, belanja pakaian batik tradisional, belanja perjalanan dinas luar daerahn belanja modal papan pengumuman.
p.  
Operasional Balai penyuluh (DAK Non Fisik)  bertambah sebesar              Rp. 10.980.000,- dari pagu awal Rp. 1.440.000.000,- menjadi                   Rp. 1.450.980.000,-


 Perubahan anggaran ini dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja  

       Alat tulis kantor, belanja peralatan kebersihan, belanja tenaga  sosial/pelayanan, be;anja makan minum rapat, belanja pemeliharaan gedung
q. Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik) berkurang  sebesar          Rp. 10.980.000,- dari pagu awal Rp. 63.000.000,- menjadi Rp. 52.020.000,-


Perubahan anggaran ini dikarenakan berkurangnya anggaran belanja alat tulis kantor, belanja paket/pengiriman, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, 

2.2  Kebijakan Keuangan 
       Jumlah    Anggaran    Belanja    Daerah   Tahun  2019  yang  dialokasikan  pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan  sebesar  Rp 18.312.144.000,-  terealisasi   sebesar                                Rp. 17.444.346.480,-   atau  95,26  %  terdiri dari :   
a. Belanja Operasi sebesar Rp.16.532.534.000,- terealisasi sebesar                   Rp. 15.684.295.680,- atau 94,87 %, terdiri dari :
· Belanja Pegawai sebesar Rp.5.880.084.000,- terealisasi sebesar                        Rp. 5.600.777.623,- atau 95,25 % 

· Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.142.450.000,- terealisasi sebesar        Rp. 9.608.119.057,- atau 94,73 %
· Belanja Hibah sebesar Rp. 177.400.000,- terealisasi sebesar                      Rp. 162.799.000,- atau 91,77 %
· Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 332.600.000,- terealisasi sebesar             Rp. 312.600.000,-  atau   93,99  %  

b. Belanja Modal sebesar Rp. 1.779.610.000,- terealisasi sebesar                           Rp. 1.760.050.800,- atau 98.90 %, terdiri dari 
· Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 953.035.000,- terealisasi sebesar        Rp. 946.915.000,- atau 99,36 %  

· Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.823.575.000,- terealisasi sebesar Rp.810.135.800,- atau 98,37 % dan
· Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 3.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 0% 

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Secara umum, pengelolaan keuangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun  2019 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Salah satu indikatornya adalah realisasi belanja sebesar  Rp. 17.444.346.480,00  (95,26 %).
A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019
Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 17.444.346.480,00  (95,26 %) dari target sebesar Rp. 18.312.144.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar   Rp. 15.211.759.608,00
	NO
	KEGIATAN
	TARGET/

ANGGARAN
	REALISASI
	LEBIH/

KURANG
	(%)

	1
	2
	3
	4
	       5
	       6

	
	Belanja Tidak Langsung
	4.270.860.000
	4.127.475.123
	143.384.877
	96,64

	
	Belanja Langsung :


	
	
	
	

	1

.
	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
	615.600.000
	589.212.228
	26.387.772
	95,71

	2.
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
	240.079.000
	240.036.468
	42.532
	99,98

	3.
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 
	380.500.000
	378.990.775
	1.509.225
	99,60

	4.
	Pemeliharaan TMP
	52.375.000
	52.375.000
	0
	100

	5.
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 
	20.000.000
	20.000.000
	0
	100

	6.
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
	30.000.000
	23.750.000
	6.250.000
	79,17

	7
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
	20.000.000
	20.000.000
	0
	100

	8.
	Pemeliharaan Gedung UPT
	11.550.000
	11.550.000
	 0
	100


	9.
	Penyaluran Bantuan Bencana Alam dan Bencana  Sosial
	50.000.000
	49.905323
	94,677
	99,81

	10.
	Fasilitasi Program Perlindungan Sosial
	656.856.000
	650.946.672
	5.909.328
	99,10

	11.
	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
	1.018.315.000
	997.079.000
	21.236.000
	97,91

	12.
	Pembinaan dan Rehabilitasi PMKS
	859.644.000
	802.604.000
	57.040.000
	93,36

	13.
	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
	185.958.000
	184.598.000
	1.360.000
	99,27

	14.
	Pendataan,Verifikasi dan validasi data Kemiskinan
	1.116.151.000
	672.948.600
	443.202.400
	60,29

	15.

	Operasional Rumah singgah
	515.297.000
	425.360.840
	89.936.160
	82,55

	16.
	Pembinaan , Fasilitasi dan Evaluasi PUG dan PPRG
	148.343.000
	139.262.000
	9.081.000
	93,88

	17.
	Pembinaan ,Fasilitasi dan Evaluasi PUHA
	224.278.000
	224.196.800
	81.200
	99,96

	18.
	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
	195.525.000
	194.978.458
	546.542
	99,72

	19.
	Pembinaan Ketahanan dan Kesehatan Reproduksi Remaja
	75.000.000
	75.000.000
	0
	100

	20.
	Pembinaan,Pengembangan dan Fasilitasi Keluarga Sejahrera
	151.000.000
	151.000.000
	0
	100

	21.
	Penggerakan KKBPK di Kmapoung KB (DAK Non Fisik)
	1.824.000.000
	1.824.000.000
	0
	100

	22
	Pembinaan dan Fasilitasi Jaringan Institusi KB
	121.030.000
	120.943.800
	86.200
	99,93

	23.
	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok KB
	55.070.000
	54.912.900
	157.100
	99,71

	24
.
	Peningkatan Pelayanan dan pembinaan peserta KB
	130.024.000
	110.524.000
	19.500.000
	85

	25.
	Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Non Fisik)
	60.000.000
	59.999.000
	1000
	100

	26.
	Operasional Balai Penyuluh (DAK Non Fisik)
	1.450.980.000
	1.431.159.493
	19.820.507
	98,63

	27.
	Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik)
	52.020.000
	50.778.300
	1.241.700
	97,61

	28.
	Penyediaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)
	1.410.720.000
	1.393.900.000
	16.820.000
	98,81

	29.
	Pembinaan Program KB Berbasis Masyarakat (DAK Non Fisik)
	1.128.153.000
	1.128.153.000
	0
	100

	30.
	Pengadaan Media KIE dan Management (DAK Non Fisik)
	838.242.000
	835.054.000
	3.188.000
	99,62

	31.
	Advokasi dan KIE Kependudukan
	177.500.000
	177.179.800
	320.200
	99,82

	32.
	Pembinaan,Pengembangan dan Fasilitasi KKBPK
	88.534.000
	87.933.500
	600.500
	99,32

	33.
	Profil dan Analisis Data kependudukan
	138.540.000
	138.539.400
	600
	100


Belanja Tidak Langsung terdapat sisa anggaran sebesar                           Rp. 143.384.877,00 yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan            Rp. 24.512.127,00 dan Belanja Tambahan Penghasilan  PNS                  Rp. 118.872.750,00
Belanja Langsung terdapat sisa anggaran Rp. 724.412.643,00 dari Anggaran      Rp 14.041.284.000,00 terealisasi Rp 13.316.871.357,00 yang terdiri dari :
a. Kegiatan Penyediaan bahan dan jasa perkantoran terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 26.387.772,00 di honorarium pengelola keuangan, belanja telepon,air,listrik,belanja internet,jasa publikasi,belanja cetak,belanja makan dan minum rapat, belanja makan dan minum tamu.
b. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 42.532,00 di rekening belanja perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah
c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat sisa anggaran sebesar  Rp. 1.509.225,00 di rekening Belanja jasa service, belanja suku cadang,belanja bahan bakar minyak gas pelumas, belanja jasa KIR dan belanja STNK. 
d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdapat sisa anggaran sebesar    Rp. 6.250.000,00 di rekening Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan.

e. Penyaluran Bantuan Bencana Alam dan Bemcana Sosial terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 94.677,00 pada rekening Perjalanan dinas luar dan dalam daerah.

f. Fasilitasi Program Perlindungan Sosial terdapat sisa anggaran Rp. 5.909.328,00 pada rekening Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, belanja internet, belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja pemeliharaan peralatan kantor. 
g. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdapat sisa Rp. 21.236.000,00 pada rekening Honorarium panitia pelaksana kegiatan,belanja paket/pengiriman,belanja jasa dokumentasi, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah, belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber.
h. Pembinaan dan Rehabilitasi PMKS terdapar sisa anggaran sebesar     Rp. 57.040.000,00 pada rekening  Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja bantuan sosial barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, uang untuk diberikan kepada masyarakat, BM pengadaan alat rumah tangga lainnya .

i. Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial terdapat sisa anggaran       Rp. 1.360.000,00 pada rekening Honorarium panitia pelaksana kegiatan, jasa publikasi,sewa tenda, belanj makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah.

j. Pendataan, Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan terdapat sisa anggaran Rp. 443.202.400,00 pada rekening Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja jasa publikasi, belanja cetak, belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah, belanja jasa tenaga ahli instruktur/narasumber.
k. Operasional Rumah Singgah terdapat sisa anggaran                Rp 89.936.160,00 pada rekening Upah harian, belanja bahan bakar minyak,belanja perlengkapan kerja, belanja bahan/bibit tanaman, belanja telepon, air, listrik, belanja jasa tenaga sosial/pelayanan, belanja makan dan minum rapat, belanja pemeliharaan jaringan, BM pengadaan alat rumah tangga lainnya dan BM pengadaan bangunan gedung.
l. Pembinaan, fasilitasi dan evaluasi PUG Dan PPRG terdapat sisa anggaran               Rp. 9.081.000,00 pada rekening Belanja sewa tenda,sound system, belanja makan dan minum rapat, belanja makna minum tamu,belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur.narasumber .
m. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi PUHA terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 81.200,00 pada rekening Honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan.
n. Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdapat sisa anggaran sebesar                   Rp. 546.542,00 pada rekening Honoraium panitia pelaksana kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah .
o. Pembinaan dan Fasilitasi Jaringan Institusi KB terdapat sisa anggaran Rp. 86.200,00 pada rekening Belanja penggandaan,belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
p. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok KB terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 157.100,00 pada rekening belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah.
q. Peningkatan Pelayanan dan pembinaan Peserta KB terdapat sisa anggaran Rp. 19.500.000,00 pada rekening belanja jasa pelayanan kesehatan.
r. Pengadaan BKB Kit Stunting terdapat sisa anggaran                        Rp. 1000,00 pada rekening Belanja hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat.
s. Operasional Balai Penyuluh (DAK Non Fisik) terdapat sisa anggaran Rp. 19.820.507,00 pada rekening belanja alat listrik,perangko, peralatan kebersihan, belanja air,listrik , internet, belanja penggandaan, belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan kantor.

t.  Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik) terdapat sisa anggaran Rp. 1.241.700,00 pada rekening Belanja bahan bakar minyak, belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah
u. Penyediaan sarana dan prasarana KB (DAK) terdapat sisa anggaran   Rp. 16.820.000,00 pada rekening Belanja bahan perlengkapan kerja, dan BM Kendaraan roda dua.

v. Pengadaan Media KIE dan Management (DAK Non Fisik) terdapat sisa anggaran Rp. 3.188.000,00 pada rekening belanja perjalanan dinas luar daerah.
w. Advokasi dan KIE Kependudukan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 320.200,00 pada rekening Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan belanja penggandaan.
x. Pembinaan pengembangan dan fasilitasi KKBPK terdapat sisa anggaran  Rp. 600.500,00 pada rekening belanja perjalanan dinas luar daerah.

y. Profil dan Analisis Data kependudukan  terdapat sisa anggaran Rp. 600,00 pada rekening Honorarium panitia pelaksana kegiatan.
B. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2018
Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2018, realisasi anggaran tahun 2019 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan sebagai berikut:
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 17.444.346.480,00  atau (95,26 %) dari target sebesar Rp. 18.312.144.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar   Rp. 867.797.520,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 15.211.759.608,00 atau     93,18 % dari target sebesar Rp. 16.325.837.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.114.077.392 ,00. 
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Kendala yang dihadapi oleh DINSOSDALDUKKBP3A dalam melaksanakan kegiatan   di tahun 2019, antara lain:

a.      Masih kurangnya jumlah personil/staf baik di bidang maupun di Sekretariat.

b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kegiatan / keuangan.

c.       Masih kurangnya anggaran untuk menunjang pencapaian Program.
BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual paling lambat pada tahun 2015. Salah satu infrastruktur pendukung yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah peraturan mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, yang harus sudah ditetapkan paling lambar 31 Mei 2014.
Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 2018 tentang Perubagan Keempat atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual serta Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014.

Kebijakan Akuntansi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga di atas antara lain:
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung-jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah;

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
A. Pengukuran Aset

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

Pengukuran aset lancar dilakukan sebagai berikut:

1) Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah).
2) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
3) Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizablevalue), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih.

4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:
1) Piutang Pajak Daerah
	No.
	Umur Piutang
	Kualitas
	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	1. 
	>1-2 Tahun
	Kurang Lancar
	25%

	2. 
	>2-3 Tahun
	Diragukan
	35%

	3. 
	>3-4 Tahun
	Tidak Lancar
	50%

	4. 
	> 4-5 Tahun
	Macet
	75%

	5. 
	> 5 Tahun
	Bermasalah
	100%


2) Piutang Retribusi Daerah
	No.
	Umur Piutang
	Kualitas
	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	1. 
	>1-2 Tahun
	Kurang Lancar
	25%

	2. 
	>2-3 Tahun
	Tidak Lancar
	50%

	3. 
	>3-4 Tahun
	Macet
	100%


3) Piutang Selain Pajak dan Retribusi Daerah/ Piutang Lain-Lain

	No.
	Umur Piutang
	Kualitas
	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	1. 
	>1-2 Tahun
	Kurang Lancar
	25%

	2. 
	>2-3 Tahun
	Diragukan
	35%

	3. 
	>3-4 Tahun
	Tidak Lancar
	50%

	4. 
	> 4-5 Tahun
	Macet
	75%

	5. 
	> 5 Tahun
	Bermasalah
	100%


5) Beban Dibayar di Muka diukur dengan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

6) Persediaan diukur dan dicatat sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
d) Persediaan hewan dan tanamanyang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar; dan

e) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset non lancar lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang
a) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi Permanen dinilai.

Investasi Permanen pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
a) Metode Biaya
adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi  pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
b) Metode Ekuitas
adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan  20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%.
Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar  bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

b) InvestasiJangka Panjang yang bersifat nonpermanen diukur sebagai berikut:
i. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
ii. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
iii. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
iv. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
v. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. 
vi. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yangdicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan pergulirandana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
Dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih diperoleh dengan cara membentuk Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih berdasarkan daftar umur Dana Bergulir sebagai berikut:
	No
	Umur Dana Bergulir
	Kualitas
	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih

	1. 
	<1 Tahun
	Lancar
	0,5%

	2. 
	1-3 Tahun
	Kurang Lancar
	10%

	3. 
	>3-5 Tahun
	Diragukan
	50%

	4. 
	>5 Tahun
	Macet
	100%


2) Aset Tetap
a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan nilai perolehan memenuhi minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset  tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

b) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
c) Saat pengakuan aset, akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang,maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
d) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
e) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
f)     Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
g) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
h) Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan

b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset:
i. Biaya persiapan tempat;

ii. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);

iii. Biaya pemasangan (installation cost);

iv. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

v. Biaya konstruksi; dan

vi. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.
c) Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Hal tersebut meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. 
Meskipun demikian, harus diperhatikan nilai kewajarannya dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.
i) Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)
a) Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas,mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. 
b) Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama.Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut.Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
c) Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
d) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
i. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: 

· bertambah masa manfaat, dan/atau
· bertambah kapasitas, dan/atau
· bertambah kualitas, dan/atau
· bertambah volume.
ii. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan(capitalization thresholds).
j) Penyajian Aset Tetap
a) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

b) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:
Penyusutan Per Periode =[image: image2.png](Nilai yang dapat disusutkan)
(Masa manfaat)




Keterangan:

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu)

c) Penyusutan dilakukan dengan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung selama 1 (satu) tahun penuh tanpa memperhatikan waktu perolehan aset tetap. Sehingga meskipun aset tetap baru diperoleh selama 1 (satu) hari, penyusutan tetap dilakukan setahun penuh.

d) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

e) Penyusutan tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
3) Dana Cadangan
a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. 

d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Aset Lainnya
a) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

i. Tagihan Penjualan Angsuran;

ii. Tuntutan Ganti Rugi;

iii. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

iv. Aset Tak Berwujud; dan

v. Aset Lain-lain.
Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
B. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Kewajiban terdiri dari:
1. Kewajiban Jangka Pendek

adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannyanakan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
Kewajiban yang dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola PPKD.Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
2. Kewajiban Jangka Panjang

adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C. Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
D. Pendapatan - LRA

1. Pendapatan- LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, dan rekening BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Pendapatan - LRA diakui pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening  Bendahara JKN pada FKTP.
d. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
e. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

f. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan
E. Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan  Bendahara JKN pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

b. Belanja yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diakui pada saat diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD.

c. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

d. Pengakuan belanja Badan Layanan Umum mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

F. Transfer

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. 
b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau

2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui  sebelum penerimaan kas apabilaterdapat penetapanhak pendapatandaerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. 

b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

c. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan  Bendahara JKN pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

G. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

2. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

4. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

H. Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Pendapatan-LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
3. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. 

4. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah Pajak Daerah-LO yang bersifat official assessmentyaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Sedangkan Pendapatan-LO atas pajak-pajak lainnya diakui bersamaan dengan pengakuan Pendapatan-LRA yaitu ketika kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD.
5. Sedangkan Pendapatan Retribusi-LO yang diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO)

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1 Penjelasan Umum Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Belanja Daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebesar    Rp. 17.444.346.480,00 atau mencapai 95,26 % dari anggaran sebesar     Rp. 18.312.144.000,00.  Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 15.684.295.680,00 ,  Belanja Modal sebesar                         Rp. 1.760.050.800,00 .
Realisasi Belanja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.232.586.872 atau 14,68 % dari realisasi belanja tahun 2018. 
Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana berikut:
5.1.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
A.Belanja___________________________________Rp. 17.444.346.480,00
Realisasi Belanja Daerah Dinas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebesar   Rp. 17.444.346.480,00 atau mencapai 95,26 % dari anggaran sebesar   Rp. 18.312.144.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.232.586.872,00 atau 14,68 %.
Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)
Berdasarkan jenis, realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 15.684.295.680,00 (94,87%), Belanja Modal sebesar                        Rp. 1.760.050.800,00 (98,90 %). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, terjadi kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar                               Rp. 1.273.142.800,00 atau 261,48 %, sedangkan realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 959.444.072,00 atau 6,52 %. 
Belanja Daerah terbesar pada tahun 2019 terjadi pada Belanja Modal sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ (Penurunan)

	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%
	Realisasi (Rp)
	Rp
	%

	Belanja Operasi
	16.532.534.000
	15.684.295.680
	94,87
	14.724.851.608
	959.444.072
	261,48

	Belanja Modal
	1.779.610.000
	1.760.050.800
	98,90
	486.908.000
	1.273.142.800
	6,52

	Jumlah
	18.312.144.000
	17.444.346.480
	95,26
	15.211.759.608
	2.232.586.872
	14,68


Belanja Pemerintah Daerah Menurut Kelompok Belanja

Sesuai dengan BULTEK Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, berdasarkan kelompoknya, Belanja Pemerintah Daerah dibagi menjadi 2  yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan (misalnya belanja  honorarium, belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai Belanja Langsung sedangkan belanja yang tidak secara langsung dengan program/kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan pegawai bulanan, belanja  bunga, donasi, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan sebagainya) diklasifikasikan sebagai Belanja Tidak Langsung.
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ (Penurunan)

	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%
	Realisasi (Rp)
	Rp
	%

	Belanja Tidak Langsung
	4.270.860.000
	4.127.475.123
	96,64
	4.150.595.066
	(23.119.943)
	  (0,58)

	Belanja Langsung
	14.041.284.000
	13.316.871.357
	94,84
	11.061.164.542
	2.255.706.815
	20,39

	Jumlah
	18.312.144.000
	17.444.346.480
	95,26
	15.211.759.608
	2.232.586.872
	14,68


Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2019 mencapai                               Rp. 4.127.475.123,00 atau 96,64 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 13.316.871.357,00 atau 94,84 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebagaimana terlihat dalam tabel di atas.
Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 mengalami penurunan sebesar  Rp. 23.119.943,00 atau 0,58 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. 
Sedangkan realisasi Belanja Langsung pada Dinas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.255.706.8215,00 atau 20,39 % dibandingkan realisasi tahun 2018.
Rincian mengenai realisasi Belanja Daerah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 dapat digambarkan seperti dalam penjelasan dibawah.
 1.Belanja Operasi_________________________  Rp. 15.684.295.680,00
Realisasi Belanja Operasi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebesar                   Rp. 15.684.295.680,00 atau 94,87 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019 sebesar   Rp. 16.532.534.000,00. Realisasi belanja Operasi tersebut merupakan 89.91 % dari total realisasai belanja daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2019.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 959.444.072,00 atau 6,52 % sebagaimana terlihat dalam table berikut.
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ (Penurunan)

	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%
	Realisasi (Rp)
	Rp
	%

	
	
	
	
	
	
	

	Belanja Pegawai
	5.880.084.000
	5.600.777.623
	95,25
	5.402.860.066
	197.917.557
	3,66

	Belanja Barang dan Jasa
	10.142.450.000
	9.608.119.057
	94.73
	8.725.191.542
	941.927.515
	10,87

	Belanja Hibah
	177.400.000
	162.799.000
	91,77
	0
	103.799.000
	175,93

	Belanja Bantuan Sosial


	332.600.000
	312.600.000
	93,99
	596.800.000
	(284.200.000)
	(47,62)

	Jumlah
	16.532.534.000
	15.684.295.680
	94,87
	14.724.851.608
	959.444.072
	6,52

	
	
	
	
	
	
	


              a.Belanja Pegawai______________________Rp. 5.600.777.623,00
Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Realisasi Belanja Pegawai pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar   Rp. 5.600.777.623,00 atau 95,25 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar                        Rp. 5.880.084.000,00.
Realisasi belanja pegawai tersebut merupakan  32,10 % dari total realisasi Belanja Daerah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan  sebesar                            Rp. 197.917.557,00  atau 41,64 % dibandingkan    realisasi    tahun 2018 sebesar     Rp.5.402.860.066   ,00. 
Rincian Belanja Pegawai pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 adalah sebagai berikut.
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ (Penurunan)

	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%
	Realisasi (Rp)
	Rp
	%

	Gaji & Tunjangan
	2.848.204.000
	2.823.691.873
	99.14
	6.241.847.779
	(3.418.155.906)
	(54.76)

	Gaji Pokok PNS
	2.175.335.000
	2.169.886.000
	99.75
	2.386.703.100
	(216.817.100)
	(9.08)

	T Keluarga
	215.320.000
	216.772.632
	100.67
	234.471.904
	(17.699.272)
	(7.55)

	T Jabatan
	215.570.000
	210.980.000
	97.87
	248.260.000
	(37.280.000)
	(15.02)

	T Fungsional
	0
	0
	0.00


	8.550.000
	(8.550.000)
	(100.00)

	T Fungsional Umum
	47.642.000
	46.810.000
	98.25
	51.080.000
	(4.270.000)
	(8.36)

	T Beras
	98.453.000
	100.084.440
	101.66
	117.030.720
	(16.946.280)
	(14.48)

	T PPh/  Khusus
	16.682.000
	0
	0.00
	0
	0
	0

	Pemb Gaji
	41.000
	27.388
	66.80
	32.693
	(5.305)
	(16.23)

	I. Jaminan Kesehatan
	61.310.000
	61.303.966
	99.99
	70.239.805
	(8.935.839)
	(12.72)

	Iuran JKM
	13.388.000
	13.370.582
	99.87
	24.353.227
	(10.982.645)
	(45.10)

	Iuran JKK
	4.463.000
	4.456.865
	99.86
	5.128.977
	(672.112)
	(13.10)

	Tambahan Penghasilan PNS
	1.422.656.000
	1.303.783.250
	91.64
	1.004.744.640
	299.038.610
	29.76

	Berdasarkan Beban Kerja
	1.422.656.000
	1.303.783.250
	91.64
	1.004.744.640
	299.038.610
	29.76


	Honorarium PNS
	1.586.624.000
	1.454.702.500
	91.69
	1.217.845.000
	236.857.500
	19.45

	Hon. Panitia Pelaksana Kegiatan
	1.513.944.000
	1.385.022.500
	91.48
	1.149.745.000
	235.277.500
	20.46

	Hon. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

	1.500.000


	1.500.000
	100.00
	1.500.000
	0
	0.00

	Hon. Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
	1.500.000
	1.500.000
	100.00
	1.500.000
	0
	0.00

	Hon. Pengelola Keuangan pada SKPD
	69.680.000
	66.680.000
	95.69
	65.100.000
	1.580.000
	2.43

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Honorarium Non PNS
	22.600.000
	18.600.000
	82.30
	30.760.000
	(12.160.000)
	(39.53)

	Hon. Pegawai Honorer/ TIdak Tetap
	18.600.000
	18.600.000
	100.00
	18.600.000
	0
	0.00

	Upah Harian
	4.000.000
	0
	0.00
	15.820.000
	(15.820.000)
	(100.00)

	Jumlah
	5.880.084.000
	5.600.777.623
	95,25
	5.402.860.066
	197.917.557
	3.66


               b.Belanja Barang dan Jasa______________Rp. 9.608.119.057,00
Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.608.119.057,00 atau 94.73 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar  Rp.10.142.450.000,00.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut merupakan 55.08 % dari total realisasi Belanja Daerah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019. 
Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar                       Rp. 882.927.515 atau 10,12%  dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar    Rp. 8.725.191.542,00. 
 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebagai berikut.
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ (Penurunan)

	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%
	Realisasi (Rp)
	Rp
	%

	B.Bhn Pakai Habis
	941.105.000
	915.234.500
	97.25
	726.830.400
	      188.404.100 
	25.92

	B. Bahan/ Material
	370.250.000
	370.115.000
	99.96
	653.620.000
	     (283.505.000)
	(43.37)

	B. Jasa Kantor
	1.723.013.000
	1.635.684.163
	94.93
	1.322.205.720
	      313.478.443 
	23.71

	B. Perawatan Kend. Bermotor
	299.570.000
	298.058.575
	99.50
	324.783.400
	      (26.724.825)
	(8.23)

	B. Cetak & Penggandaan
	482.182.000
	261.147.900
	54.16
	256.634.550
	         4.513.350 
	1.76

	B. Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
	2.250.000
	2.250.000
	100
	0
	         2.250.000 
	0.00

	B.Sewa sarana mobilitas
	10.000.000
	1000.000
	10
	800.000
	            200.000 
	25.00

	B. Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor
	30.285.000
	27.985.000
	92.41
	33.420.000
	        (5.435.000)
	(16.26)

	B. Makanan & Minuman
	2.176.021.000
	2.097.640.500
	96.40
	1.510.181.000
	      587.459.500 
	38.90

	B. Pakaian Dinas & Atributnya
	0
	0
	0
	24.000.000
	      (24.000.000)
	(100.00)

	B. Pakaian Kerja
	82.500.000
	82.500.000
	100
	58.375.000
	       24.125.000 
	41.33

	B.Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
	98.150.000
	98.150.000
	100
	84.750.000
	       13.400.000 
	15.81

	B.Perjalanan Dinas
	3.565.859.000
	3.480.198.169
	97.60
	3.351.339.352
	      128.858.817 
	3.84

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B.Pemeliharaan
	277.065.000
	263.005.250
	94.93
	229.016.500
	       33.988.750 
	14.84

	B. Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bintek PNS
	30.000.000
	23.750.000
	79.17
	19.485.620
	         4.264.380 
	21.88

	B. Jasa Tenaga Ahli/ Instrukstur/ Narasumber
	0
	0
	0
	24.600.000
	      (24.600.000)
	(100.00)

	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masy
	54.200.000
	51.400.000
	94.83
	46.150.000
	         5.250.000 
	11.38

	Belanja Hibah Barang yang diberikan kepada pihak ketiga
	0
	0
	0
	59.000.000
	(59.000.000)
	(100)

	Jumlah
	10.142.450.000
	9.608.119.057
	94.73
	8.725.191.542
	      882.927.515 
	10.12


Realisasi belanja terbesar untuk kelompok Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 adalah Belanja Pakaian Kerja dan Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu. Belanja Pakaian Kerja  dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 82.500.000,00 atau 100 % dari anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk  Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu  dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 98.150.000,00 atau 100 % dari anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk  Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019. 
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 882.927.515 atau 10,12%  dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar                         Rp. 8.725.191.542,00
c.Belanja Hibah_________________________Rp 162.799.000,00

Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 162.799.000,00 atau 91,77 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp. 177.400.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 162.799.000,00 atau 100 % jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Hibah tahun 2018 .
Rincian Belanja Hibah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebagai berikut.

	
	2019
	2018
	Kenaikan/ (Penurunan)

	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%
	Realisasi (Rp)
	Rp
	%

	B. Hibah Kepada Kelompok Masyarakat
	177.400.000
	162.799.000
	91.77
	0
	162.799.000
	100

	Jumlah
	177.400.000
	162.799.000
	91.77
	0
	162.799.000
	100


Belanja Hibah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan kepada kelompok masyarakat  berupa gerobak dan perlengkapannya dan bantuan alat permainan edukatif (APE).
d.Belanja Bantuan Sosial_________________Rp 312.600.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 312.600.000,00 atau 93,99 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun 2019 sebesar   Rp. 332.600.000,00 . 
Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar                        Rp. 284.200.000,00 atau 47,62 %  jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2018 sebesar Rp. 596.800.000,00
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ (Penurunan)

	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%
	Realisasi (Rp)
	Rp
	%

	B. Bantuan Sosial yang diberikan kpd masy
	332.600.000
	312.600.000
	93.99
	596.800.000
	(284.200.000)
	(47.62)

	Jumlah
	332.600.000
	312.600.000
	93.99
	596.800.000
	(284.200.000)
	(47.62)


Belanja bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa belanja alat bantu khusus untuk penyandang cacat yang terdiri dari : krek, kursi roda dan perlengkapan warung, serta berupa peti mati untuk ODHA (Orang Dengan HIV /AIDS)
       2. Belanja Modal___________________________Rp. 1.760.050.800,00
Realisasi Belanja Modal pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp. 1.760.050.800,00 atau 98,90 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.779.610.000,00. Realisasi Belanja Modal tersebut memberikan kontribusi sebesar 10,09 % dari total Realisasi Belanja Daerah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalinggatahun 2019. 
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.273.142.800,00 atau 261,48 %. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar   Rp. 946.915.000,00 atau 99.36 % dibandingkan realisasi tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ (Penurunan)

	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%
	Realisasi (Rp)
	Rp
	%

	
	
	
	
	
	
	

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	953.035.000
	946.915.000
	99.36
	267.458.000
	679.457.000
	254.04

	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	823.575.000
	810.135.800
	98.37
	219.450.000
	590.686.800
	269.17

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	3.000.000
	3.000.000
	100
	0
	3000.000
	100

	Jumlah
	1.779.610.000
	1.760.050.800
	98.90
	486.908.000
	1.273.142.800
	261.48

	
	
	
	
	
	
	


               a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin______Rp. 946.915.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp. 946.915.000,00 atau 99,36 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 953.035.000,00.  
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 679.457.000,00 atau 254,04 %. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut setara dengan  53,80 % dari total Realisasi Belanja Modal tahun 2019. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebagai berikut :
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ (Penurunan)


	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%
	Realisasi (Rp)
	Rp
	%

	BM PM –Alat Angkutan Darat Bermotor
	180.000.000
	179.680.000
	99.82
	6.208.000
	173.472.000
	2794.33

	BM PM – Alat Pemeliharaan Tanaman
	0
	0
	0
	1.000.000
	(1.000.000)
	(100)

	BM PM –Alat Kantor
	301.800.000
	301.800.000
	100
	2.000.000
	299.800.000
	14990

	BM PM –Alat Rumah Tangga
	153.735.000
	147.935.000
	96.22
	11.400.000
	136.535.000
	1197.6

	BM PM –Komputer
	302.000.000
	302.000.000
	100
	226.850.000
	75.150.000
	33.13

	BM PM-Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/rapat Pejabat
	15.000.000
	15.000.000
	100
	0
	15.000.000
	100

	BM PM –Alat Studio
	0
	0
	0
	20.000.000
	(20.000.000)
	(100)

	BM PM –Alat Komunikasi
	500.000
	500.000
	100
	0
	500.000
	100

	Jumlah
	953.035.000
	946.915.000
	99.35
	267.458.000
	679.457.000
	254.04


                 b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan___Rp. 810.135.800,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp. 810.135.800,00 atau  98.37 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.823.575.000,00. Secara keseluruhan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tersebut terlihat cukup baik dilihat dari prosentase realisasinya. 
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 590.685.800,00 atau 269,17 %. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan  tersebut setara dengan 46,03 % dari total Realisasi Belanja Modal tahun 2019. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 adalah sebagai berikut:
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ (Penurunan)


	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%
	Realisasi (Rp)
	Rp
	%

	BM  GB- Bangunan Gedung Tempat Kerja
	823.575.000
	810.135.800
	98.37
	219.450.000
	590.685.800
	269.17

	Jumlah
	823.575.000
	810.135.800
	98.37
	219.450.000
	590.685.800
	269.17


                  c.Belanja Modal Aset Teta Lainnya____           Rp. 3.000.000,00
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp.3.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar            Rp. 3.000.000,00 atau 100,00 % jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2019. 
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebagai berikut.
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ (Penurunan)


	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%
	Realisasi (Rp)
	Rp
	%

	BM Pengadaan Jaringan Distribusi
	3.000.000
	3.000.000
	100
	0
	3.000.000
	100

	Jumlah
	3.000.000
	3.000.000
	100
	0
	3.000.000
	100



5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Secara ringkas, posisi neraca pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 dapat digambarkan seperti dalam tabel di bawah.
	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Aset Lancar
	1.484.149.462,00
	1.127.418.276,00
	356.731.186
	31.64

	Investasi Jangka Panjang
	0,00
	0,00
	0
	0

	Aset Tetap
	10.738.606.354,04
	8.830.305.669,54
	1.908.300.684,5
	21.61

	Aset Lainnya
	400.000,00
	0,00
	400.000
	100

	Jumlah Aset
	12.223.155.816,04
	9.957.723.975,54
	2.265.431.840,5
	22.75

	Kewajiban Jangka Pendek
	91.851.033,00
	159.630.324,00
	(67.779.291)
	(42.46)

	Kewajiban Jangka Panjang
	0,00
	0,00
	0
	0

	Jumlah Kewajiban
	91.851.033,00
	159.630.324,00
	(67.779.291)
	(42.46)

	Ekuitas
	12.131.304.783,04
	9.798.093.651,54
	2.333.211.131,5
	23.81

	Jumlah Ekuitas
	12.131.304.783,04
	9.798.093.651,54
	2.333.211.131,5
	23.81

	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 
Dana
	12.223.155.816,04
	9.957.723.975,54
	2.265.431.840,5
	22.75


5.4.1 Aset______________________________________ Rp 12.223.155.816,04
Posisi Aset pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 12.223.155.816,04 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.265.431.840,5 atau 22,75 % dari posisi aset  per 31 Desember 2018. Nilai aset tersebut dapat digambarkan seperti dalam tabel berikut.
	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Aset Lancar

	1.484.149.462,00
	1.127.418.276,00
	356.731.186
	31.64

	Investasi Jangka Panjang

	0,00
	0,00
	0
	0

	Aset Tetap

	10.738.606.354,04
	8.830.305.669,54
	1.908.300.684,5
	21.61

	Aset Lainnya

	400.000,00
	0,00
	400.000,00
	100

	Jumlah Aset
	12.223.155.816,04
	9.957.723.975,54
	2.265.431.840,5
	22.75


Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum nilai aset naik dari tahun sebelumnya. Secara terperinci aset lancar mengalami kenaikan sebesar     Rp. 356.731.186,00 atau 31,64 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.908.300.684,5 atau 21,61 % dari tahun sebelumnya. Berikut adalah penjelasan terinci dari masing-masing pos aset. 
1. Aset Lancar_____________________________Rp. 1.484.149.462,00
Saldo Aset Lancar pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar                       Rp. 1.484.149.462,00 mengalami kenaikan sebesar  Rp. 356.731.186,00 atau 31,64 %  dari saldo Aset Lancar tahun sebelumnya.
 Jumlah Aset lancar pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut hanya terdiri dari saldo Persediaan seperti digambarkan dalam tabel di bawah.
	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Pers. Alat Tulis Kantor

	2.611.250,00
	395.000,00
	2.216.250,00
	561.08

	Pers. Alat dan Obat Kontrasepsi


	1.466.788.212,00
	1.048.023.276,00
	418.764.936
	39.96

	Pers. Bantuan Sosial
	14.750.000,00
	79.000.000,00
	(64.250.000)
	(81.33)

	Jumlah Aset Lancar
	1.484.149.462,00
	1.127.418.276,00
	356.731.186
	31.64


Jumlah Persediaan terbesar yaitu Persediaan alat dan obat kontrasepsi Rp. 1.466.788.212,00 dari Total Persediaan tahun 2019 yaitu sebesar  Rp. 1.484.149.462,00. Saldo persediaan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga            per 31 Desember 2019 yang mengalami penurunan  terbesar adalah persediaan bantuan sosial yaitu menurun sebesar              Rp. 64.250.000,00 atau 81,33 % dari saldo tahun sebelumnya. 
Secara lengkap jenis persediaan dan uraiannya dapat dilihat pada lampiran Rincian Persediaan per 31 Desember 2019.
2. Aset Tetap____________________________  Rp. 10.738.606.354,00
Nilai Aset Tetap pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar                                              Rp. 10.738.606.354,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.908.300.684,5 atau naik 21,61 % dari posisi tahun sebelumnya. Kondisi aset tetap pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut.
	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Tanah
	642.665.100,00
	642.665.100,00
	0
	0

	Peralatan dan Mesin
	8.044.920.001,00
	6.647.672.001,00
	1.397.248.000,00
	21.02

	Gedung dan Bangunan
	8.761.847.910,00
	7.234.523.110,00
	1.527.324.800,00
	21.11

	Jalan, Irigasi dan Jaringan
	29.249.000,00
	29.249.000,00
	0
	0

	Aset Tetap Lainnya
	0,00
	0,00
	0
	0

	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	6.208.000,00
	6.208.000,00
	0
	0

	Akumulasi Penyusutan
	(6.746.283.656,96)
	(5.730.011.511,46)
	(1.016.272.145,5)
	17.74

	Jumlah Aset Tetap
	10.738.606.354,04
	8.830.305.699,54
	1.908.300.654,50
	21.61


Perubahan nilai Aset Tetap pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 terjadi karena adanya mutasi penambahan dan pengurangan. 
Penambahan aset tetap tersebut terjadi karena:
     Penambahan dari Belanja Modal  
     Penambahan dari Hibah Pusat

     Penambahan aset karena mutasi masuk        
Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap terjadi karena:

Pengeluaran aset karena reklasifikasi ke aset lainnya
Secara rinci, penjelasan atas mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Tanah________________________________Rp. 642.665.100,00
Saldo Tanah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar Rp.642.665.100,00 atau mengalami nilai yang tetap seperti tahun sebelumnya.

	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Tanah
	642.665.100,00
	642.665.100,00
	0,00
	0,00



	Jumlah Tanah
	642.665.100,00
	642.665.100,00
	0,00
	0,00


b. Peralatan dan Mesin__________________Rp. 8.044.920.001,00
Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar                            Rp. 8.044.920.001,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.1.397.248.000,00 atau naik 21.11 % dari saldo tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut

	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Alat-alat Angkut
	4.373.938.644,00
	3.715.859.644,00
	658.079.000,00
	17.71

	Alat-alat Bengkel
	6.830.000,00
	10.245.000,00
	(3.415.000)
	(33.33)

	Alat-alat Pertanian
	1.000.000,00
	1000.000,00
	0,00
	0,00

	Alat Kantor dan Rumah Tangga
	2.927.577.107,00
	2.445.781.107,00
	481.796.000,00
	19.69

	Alat Studio dan Komunikasi
	722.574.250,00
	474.786.250,00
	247.788.000
	52.19

	Jumlah Peralatan dan Mesin
	8.044.920.001,00
	6.647.672.001,00
	1.397.248.000,00
	21.02


Penjelasan mengenai mutasi bersih penambahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut:
	
	Penambahan
	Pengurangan
	Mutasi Bersih

	
	Rp.
	Rp.
	Rp.

	Alat-alat Angkut
	658.079.000,00
	0,00
	658.079.000,00

	Alat-alat Bengkel
	0,00
	3.415.000,00
	(3.415.000,00)

	Alat Kantor dan Rumah Tangga
	537.135.000,00
	55.339.000,00
	481.796.000,00

	Alat Studio dan Komunikasi
	247.788.000,00
	0,00
	247.788.000,00

	Alat Laboratorium
	13.000.000,00
	0,00
	13.000.000,00

	Jumlah Peralatan dan Mesin
	1.456.002.000,00
	58.754.000,00
	1.397.248.000,00


Penjelasan mengenai penambahan peralatan dan mesin tersebut berasal dari :
	
	Belanja Modal
	Hibah
	Mutasi Masuk Antar SKPD
	Jumlah Penambaha

	
	Rp
	Rp
	Rp
	Rp

	Alat-alat Angkut
	179.680.000,00
	271.700.000,00
	206.699.000,00
	658.079.000,00

	Alat Kantor dan Rumah Tangga
	516.435.000,00
	20.700.000,00
	-
	537.135.000,00

	Alat Studio dan Komunikasi
	240.800.000,00
	6.988.000,00
	-
	247.778.000,00

	Alat Laboratorium
	13.000.000,00
	-
	-
	13.000.000

	Jumlah Peralatan dan Mesin
	949.915.000,00
	299.388.000,00
	206.699.000,00
	1.456.002.000


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penambahan peralatan dan mesin berasal dari belanja modal, hibah pusat dan mutasi antar SKPD.

Sedangkan penjelasan mengenai pengurangan peralatan dan mesin tersebut berasal dari :
	
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya
	Jumlah Pengurangan

	
	Rp.
	Rp.

	Alat-alat Bengkel
	3.415.000,00
	3.415.000,00

	Alat Kantor dan Rumah Tangga
	55.339.000,00
	55.339.000,00

	Jumlah Peralatan dan Mesin
	58.396.295,00
	58.396.295,00


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengurangan peralatan dan mesin dikarenakan adanya reklasifikasi ke aset lainnya. 
Rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat dalam lampiran KIB B Peralatan dan Mesin.
c. Gedung dan Bangunan________________Rp. 8.761.847.910,00
Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 8.761.847.910,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.527.324.800,00 atau naik 21,11 % dari saldo tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.
	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Bangunan Gedung
	8.761.847.910,00
	7.234.523.110,00
	1.527.324.800,00
	21.11

	Jumlah Gedung dan Bangunan
	8.761.847.910,00
	7.234.523.110,00
	1.527.324.800,00
	21.11


Penjelasan mengenai mutasi bersih penambahan gedung dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut:
	
	Penambahan
	Pengurangan
	Mutasi Bersih

	
	Rp.
	Rp.
	Rp.

	Bangunan Gedung
	1.527.324.800,00
	0,00
	1.527.324.800,00

	Jumlah Gedung dan Bangunan
	1.527.324.800,00
	0,00
	1.527.324.800,00


Penjelasan penambahan gedung dan bangunan tersebut berasal dari:
	
	Belanja Modal
	Mutasi Masuk Antar SKPD
	Jumlah Penambahan

	
	Rp.
	Rp.
	Rp.

	Bangunan Gedung
	798.585.800,00
	728.739.000,00
	1.527.324.800,00

	Jumlah Gedung dan Bangunan
	798.585.800,00
	728.739.000,00
	1.527.324.800,00


Dari tabel di atas dapat dilihat jika penambahan gedung dan bangunan berasal dari belanja modal dan mutasi antar SKPD . Penambahan gedung dan bangunan dari belanja modal ini berupa penambahan fasilitasi penyimpanan dan pagar keliling gedung balai penyuluh KB Kec Kertanegara, Karangreja, Kutasari, Purbalingga, Kalimanah dan berupa perbaikan fasilitasi rumah singgah dharma perwira Purbalingga.

Penambahan gedung dan bangunan dari mutasi masuk antar SKPD dari DPU PR
Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat dalam lampiran KIB C Gedung dan Bangunan.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan_______________Rp. 29.249.000,00
     
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 29.249.000,00 atau mengalami nilai yang tetap  dari saldo tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.
	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Jaringan
	29.249.000,00
	29.249.000,00
	0,00
	0,00

	Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan
	29.249.000,00
	29.249.000,00
	0,00
	0,00


Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat dalam lampiran KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan
            e.Konstruksi Dalam pengerjaan___________        Rp. 6.208.000,00
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.208.000,00 atau mengalami nilai yang tetap  dari saldo tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.
	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	6.208.000,00
	6.208.000,00
	0,00
	100

	Jumlah KDP
	6.208.000,00
	6.208.000,00
	0,00
	100


Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2019 sebesar                               Rp. 6.208.000,00 merupakan realisasi biaya umum dari belanja modal kendaraan pada kegiatan Penyediaan sarana dan prasarna KB (DAK) tahun 2018 yang pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai karena terkendalanya pelaksanaan SPK pengadaan unit mobil belum masuk  e-katalog.
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat dalam lampiran KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan.
               e.AkumulasiPenyusutan__________            Rp.(6.746.283.656,96)

Saldo akumulasi Penyusutan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar Rp.(6.746.283.656,96) bertambah sebesar                           Rp. (798.535.573,83) dari saldo akumulasi penyusutan tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.
	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Akumulasi Penyusutan
	(6.746.283.656,96)
	(5.730.011.511,46)
	(1.016.272.145,50)
	11.74

	Jumlah Akumulasi Penyusutan
	(6.746.283.656,96)
	(5.730.011.511,46)
	(1.016.272.145,50)
	11.74


Rincian bertambahnya saldo Aset lainnya tahun 2019 sebagaimana dibawah ini :

	
	2019

	
	Rp.

	Aset Lainnya
	5.730.011.511,46

	Penyusutan Tahun Berjalan :
	

	(+) Reklas Masuk
	1.070.676.145,50

	(-) Reklas Keluar
	(54.404.000,00)

	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2019
	(6.746.283.656,96)


3. Aset Lainnya________________________________Rp. 400.000,00
Saldo Aset Lainnya pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 adalah sebesar            Rp. 400.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.400.000,00 atau naik 100 % dari saldo tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.
Rincian bertambahnya saldo Aset lainnya tahun 2019 sebagaimana dibawah ini :
	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Aset Lain-lain
	400.000,00
	0,00
	400.000,00
	100,00

	Jumlah Aset Lainnya
	400.000,00
	0,00
	400.000,00
	100,00


	Aset Lainnya
	400.000,00

	   Aset Lain-lain
	400.000,00

	Aset Lain-lain
	58.754.000,00

	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak berat
	58.354.000,00

	
	400.000,00


5.4.2 Kewajiban______________________________    Rp 91.851.033,00
Saldo Kewajiban pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 91.851.033,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 67.779.291,00,00 atau turun 42.46 % dari saldo Kewajiban tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.
	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Utang Belanja
	91.851.033,00
	159.630.324,00
	(67.779.291,00)
	(42.46)

	Jumlah Kewajiban
	91.851.033,00
	159.630.324,00
	(67.779.291,00)
	(42.46)


Saldo Kewajiban pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 terdiri dari Utang Belanja. 
Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pegawai maupun pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi maupun penyerahan barang/jasa yang sampai dengan akhir Tahun 2019 belum dilaksanakan pembayarannya.
Saldo utang belanja per 31 Desember 2019 tersebut terdiri dari :

	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Utang Belanja
	91.851.033,00
	148.080.324,00
	(56.229.291,00)
	(37.97)

	Utang Belanja Modal
	0,00
	11.550.000,00
	(11.550.000,00)
	(100)

	Jumlah Kewajiban
	91.851.033,00
	159.630.324,00
	(67.779.291,00)
	42.46


1.Utang Belanja Pegawai____________________  Rp.91.851.033,00
Utang belanja pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berupa pembayaran gaji maupun tunjangan, dan kompensasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sampai dengan akhir tahun 2019 belum terbayarkan.

Saldo utang belanja pegawai pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 91.851.033,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 56,229.291,00 atau turun 37,97 % dibandingkan saldo tahun 2018. Jumlah tersebut merupakan kekurangan gaji PNS yang belum terbayar sampai dengan        31 Desember 2019 dan Tamsil bulan Desember 2019. 

Rincian utang belanja pegawai disajikan dalam lampiran Utang Belanja Pegawai.
5.4.3 Ekuitas  ______________________________   Rp 12.131.304.783,00
Ekuitas menggambarkan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berada pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berasal dari total aset dikurangi dengan kewajiban
Saldo Ekuitas pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 12.131.304.783,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.333.211.131,50 atau naik 23,81 % dari saldo ekuitas tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.
	
	31 Desember 2019
	31 Desember 2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	(Rp.)
	(Rp.)
	Rp.
	%

	Ekuitas
	12.131.304.783,00
	9.798.093.651,54
	2.333.211.131,50
	23.81

	Jumlah Ekuitas
	12.131.304.783,00
	9.798.093.651,54
	2.333.211.131,50
	23.81


5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.2.1 PENJELASAN UMUM ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun terkait dengan penerapan SAP Berbasis Akrual.
Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO dan beban.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
Realisasi Pendapatan LO tahun 2019 sebesar Rp. 2.074.230.880,00  atau meningkat sebesar Rp. 712.620.420 atau  52,34 % dari realisasi pendapatan-LO tahun 2018. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Hibah (PAD) – LO sebesar Rp. 2.074.230.880,00  
Realisasi Beban Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp 18.106.320.272,50 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.680.895.071,67 atau   3,91 % dari realisasi beban tahun 2018. 
Realisasi Beban tersebut terdiri dari Beban Pegawai sebesar                                 Rp. 5.544.639.156,00 ,Beban Persediaan sebesar           Rp. 3.873.971.650,00 , Beban Jasa sebesar Rp. 1.690.669.163,00  , Beban Pemeliharaan sebesar                Rp. 561.063.825,00  , Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.480.198.169,00 , Beban Hibah sebesar        Rp. 1.518.876.944,00 , Beban Bantuan Sosial sebesar Rp. 376.850.000,00 Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 1.060.051.365,50
Dari realisasi Pendapatan – LO dan Beban – LO pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tersebut, maka pada tahun 2019, terdapat defisit – LO sebesar Rp. 16.032.089.392,50.

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Operasional sebagaimana berikut:
5.2.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
A.PENDAPATAN_____________________________Rp 2.074.230.880,00

Saldo Pendapatan – LO pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp. 2.074.230.880,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	LRA

(Rp.)
	Penyesuaian

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	Rp.
	%

	Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah
	0
	0
	2.074.230.880
	1.361.610.460
	712.620.420
	52,34

	Jumlah
	0
	0
	2.074.230.880
	1.361.610.460
	712.620.420
	52,34


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan-LO pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 mengalami peningkatan  sebesar Rp. 712.620.420 atau 52,34 % dari tahun 2018. Penjelasan mengenai pos-pos pendapatan-LO dapat digambarkan sebagai berikut:
          Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO____Rp.2.074.230.880,00
Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp. 2.074.230.880,00 Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan       Hibah-LO. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	LRA

(Rp.)
	Penyesuaian

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	Rp.
	%

	Pendapatan Hibah
	0
	0
	2.074.230.880
	1.361.610.460
	712.620.420
	52,34

	Jumlah
	0
	0
	2.074.230.880
	1.361.610.460
	712.620.420
	52,34


Pendapatan hibah ini merupakan pendapatan hibah (droping) alat dan obat kontrasepsi dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2019
B. BEBAN___________________________________Rp 18.106.320.272,50
Saldo Beban pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp. 18.106.320.272,50 yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 5.544.639.156,00 ,Beban Persediaan sebesar           Rp. 3.873.971.650,00 , Beban Jasa sebesar Rp. 1.690.669.163,00  , Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 561.063.825,00  , Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.480.198.169,00 , Beban Hibah sebesar                                   Rp. 1.518.876.944,00 , Beban Bantuan Sosial sebesar Rp. 376.850.000,00 Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 1.060.051.365,50 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.
	
	2019

	2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	LRA

(Rp.)
	Penyesuaian

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	Rp.
	%

	Beban Pegawai-LO
	5.600.777.623
	(56.138.467)
	5.544.639.156
	5.550.849.566
	(6.210.410)
	0.11

	Beban Persediaan
	3.876.187.900
	(2.216.250)
	3.873.971.650
	3.314.413.950
	559.557.700
	16.88

	Beban Jasa
	1.690.669.163
	0
	1.690.669.163
	1.446.661.340
	244.007.823
	16.87

	Beban Pemeliharaan
	561.063.825
	0
	561.063.825
	553.799.900
	7.263.925
	1.31

	Beban Perjalanan Dinas
	3.480.198.169
	0
	3.480.198.169
	3.351.339.352
	128.858.817
	3.84

	Beban Hibah
	162.779.000
	1.356.097.944
	1.518.876.944
	1.835.403.224
	(316.526.280)
	(17.25)

	Beban Bantuan sosial
	312.600.000
	64.250.000
	376.850.000
	517.800.000
	(140.950.000)
	(27.22)

	Beban Penyusutan & Amortisasi
	0
	0
	1.060.051.365,50
	855.157.868,83
	204.893.496,67
	23.96

	Jumlah
	15.684.295.680
	2.422.024.592,5
	18.106.320.272,50
	17.425.425.200,83
	680.895.071,67
	3,91


Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat penyesuaian realisasi belanja LRA yang tidak menjadi beban tahun 2019. Adapun penjelasan perbedaan tersebut dapat kita lihat pada penjelasan lebih rinci pada pos-pos beban sebagai berikut.
         1. Beban Pegawai​__________________________Rp 5.544.639.156,00

Beban Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Saldo beban pegawai pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp. 5.544.639.156,00 dan berbeda dengan realisasi Belanja Pegawai – LRA. Hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya adanya pengakuan beban pegawai tahun 2019 yang belum terbayarkan pada tahun 2019 dan diakui sebagai utang beban pegawai.
Saldo beban pegawai pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalinggatahun 2019 dapat tergambarkan seperti dalam tabel di berikut.
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	LRA

(Rp.)
	Penyesuaian

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	Rp.
	%

	Beban Gaji & Tunjangan – LO
	2.823.691.873
	4.567.283
	2.828.259.156
	3.145.850.426,00
	(317.591.270)
	(10.10)

	Beban Tamsil PNS – LO
	1.303.783.250
	(60.705.750)
	1.243.077.500
	1.152.734.140,00
	90.343.360
	7.84

	Beban Honorarium PNS
	1.454.702.500
	0
	1.454.702.500
	1.217.845.000,00
	236.857.500
	19.45

	Beban Honorarium Non PNS
	18.600.000
	0
	18.600.000
	34.420.000,00
	(15.820.000)
	(45.96)

	Jumlah
	5.600.777.623
	(56.138.467)
	5.544.639.156
	5.550.849.566,00
	(6.210.410)
	(0.11)


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beban pegawai LO tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.210.410,00 atau 0.11% jika dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2018. Selain itu juga terdapat perbedaan antara Beban Tamsil PNS – LO dengan realisasi Belanja Tamsil – LRA. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah.
	
	
	LRA

(Rp.)
	Utang Beban Tahun 2019

(Rp.)
	LO

(Rp.)

	
	
	1
	2
	3 = 1 + 2

	Beban Gaji dan Tunjangan


	
	2.823.691.873
	4.567.283
	2.828.259.156

	Beban Tambahan Penghasilan Berdasar Beban Kerja


	
	1.303.783.250
	(60.705.750)
	1.243.077.500

	Jumlah
	
	4,127.475.123
	(56.138.467)
	4.071.336.656


Nilai Beban Pegawai – LO sebesar Rp. 5.544.639.156,00 berbeda dengan nilai realisasi belanja pegawai – LRA  sebesar        Rp. 5.600.777.623,00. Terdapat Selisih sebesar Rp. 56.138.467,00 lebih besar dari LO. Hal ini terjadi karena adanya utang belanja pegawai 2019 yang harus dibayarkan di tahun 2019 sebesar      Rp. 56.138.467,00
Hal ini terjadi karena adanya selisih  nilai utang belanja tahun 2019 sebesar Rp.91.851.033,00 ,nilai utang belanja 2018 yg dibayar th 2019 sebesar Rp. 148.080.324,00 dan koreksi utang belanja 2018 sebesar           Rp. 90.824,00
Secara perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

LO  =   LRA + utang belanja 2019 – utang belanja 2018 dibayar 2019-

            koreksi utang 2018
LO   = 5.600.777.623 + 91.851.033 – 148.080.324 – 90.824

    = 5.544.639.156
2.Beban Persediaan ______________________________ Rp.3.873.971.650,00
Realisasi Beban Persediaan per 31 Desember 2019 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga adalah sebesar               Rp. 3.873.971.650,00 atau naik sebesar Rp.513.407.700,00 dari realisasi beban persediaan tahun 2018 sebesar Rp.3.360.563.950,00 
	Uraian
	Tahun 2019
	Tahun 2018
	Naik/Turun

	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor
	278.867.750.00 
	201.127.000.00 
	                   77.740.750 

	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
	17.897.000.00 
	12.268.000.00 
	                         5.629.000 

	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
	25.530.500.00 
	22.626.000.00 
	                           2.904.500 

	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
	11.403.000.00 
	12.860.000.00 
	                         (1.457.000)

	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
	6.232.000.00 
	2.255.400.00 
	                           3.976.600 

	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas
	900.000.00 
	862.000.00 
	                                 38.000 

	Beban Bendera/Umbul-Umbul/Layur
	141.515.000.00 
	341.265.000.00 
	                    (199.750.000)

	Beban Perlengkapan Kerja
	197.292.000.00 
	0
	                      197.292.000 

	Beban Perlengkapan Rumah Tangga
	222.206.000.00 
	131.590.000.00 
	                         90.616.000 

	Beban Cenderamata/Karangan Bunga/Plakat
	11.175.000.00 
	2.000.000.00 
	                           9.175.000 

	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan
	0.00 
	384.000.000.00 
	                    (384.000.000)

	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
	1.620.000.00 
	0
	                           1.620.000 

	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan
	40.590.000.00 
	23.300.000.00 
	                         17.290.000 

	Beban Bahan Percontohan
	3.725.000.00 
	3.440.000.00 
	                               285.000 

	Beban Penghargaan
	38.380.000.00 
	0
	                         38.380.000 

	Beban Bahan Pangan
	261.500.000.00
	242.880.000.00 
	                         18.620.000 

	Beban Perlengkapan Kantor
	24.300.000.00 
	0
	   24.300.000.00                       

	Beban Cetak
	147.004.000.00 
	138.571.000.00 
	                           8.433.000 

	Beban Penggandaan
	114.143.900.00 
	118.063.550.00 
	                         (3.919.650)

	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai
	4.050.000.00 
	0
	                           4.050.000 

	Beban Makanan dan Minuman Rapat
	2.074.495.500.00 
	1.505.436.000.00 
	                      569.059.500 

	Beban Makanan dan Minuman Tamu
	19.095.000.00 
	4.745.000.00 
	14.350.000 

	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
	0.00 
	24.000.000.00 
	                      (24.000.000)

	Beban Pakaian kerja lapangan
	82.500.000.00 
	58.375.000.00 
	                         24.125.000 

	Beban Pakaian batik tradisional 
	56.250.000.00 
	0
	                         56.250.000 

	Beban Pakaian Olahraga
	41.900.000.00 
	56.000.000.00 
	                      (14.100.000)

	Beban Pakaian Seragam Khusus
	0.00 
	28.750.000.00 
	                      (28.750.000)

	Beban Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat
	51.400.000.00 
	0
	                         51.400.000 

	JUMLAH
	 3.873.971.650 


	3.360.563.950,00


	513.407.700

            


Realisasi belanja persediaan LRA tahun 2019 adalah sebesar                          Rp.   3.876.187.900,00 berbeda dengan realisasi beban persediaan-LO tahun 2019 sebesar Rp. 3.873.971.650,00 secara rinci terdiri dari:
	URAIAN
	LRA
	PENYESUAIAN
	LO

	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor
	281.084.000.00 
	(2.216.250)
	278.867.750.00 

	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
	17.897.000.00 
	0
	17.897.000.00 

	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
	25.530.500.00 
	0
	25.530.500.00 

	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
	11.403.000.00 
	0
	11.403.000.00 

	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
	6.232.000.00 
	0
	6.232.000.00 

	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas
	900.000.00 
	0
	900.000.00 

	Beban Bendera/Umbul-Umbul/Layur
	141.515.000.00 
	0
	141.515.000.00 

	Beban Bahan Perlengkapan Kerja
	197.292.000.00 
	0
	197.292.000.00 

	Beban Perlengkapan Rumah Tangga
	222.206.000.00 
	0
	222.206.000.00 

	Beban Cenderamata/Karangan Bunga/Plakat
	11.175.000.00 
	0
	11.175.000.00 

	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
	1.620.000.00 
	0
	1.620.000.00 

	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan
	40.590.000.00 
	0
	40.590.000.00 

	Beban Bahan Percontohan
	3.725.000.00 
	0
	3.725.000.00 

	Beban Penghargaan
	38.380.000.00 
	0
	38.380.000.00 

	Beban Bahan Pangan
	261.500.000.00 
	0
	261.500.000.00 

	Beban Perlengkapan Kantor
	24.300.000.00 
	0
	24.300.000.00 

	Beban Cetak
	147.004.000.00 
	0
	147.004.000.00 

	Beban Penggandaan
	114.143.900.00 
	0
	114.143.900.00 

	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai
	4.050.000.00 
	0
	4.050.000.00 

	Beban Makanan dan Minuman Rapat
	2.074.495.500.00 
	0
	2.074.495.500.00 

	Beban Makanan dan Minuman Tamu
	19.095.000.00 
	0
	19.095.000.00 

	Beban Pakaian kerja lapangan
	82.500.000.00 
	
	82.500.000.00 

	Beban Pakaian Batik Tradisional
	56.250.000.00 
	
	56.250.000.00 

	Beban Pakaian Olahraga
	41.900.000.00 
	
	41.900.000.00 

	Beban Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat
	51.400.000.00 
	
	51.400.000.00 

	TOTAL
	3.876.187.900.00 
	(2.216.250)
	3.873.971.650.00 


Nilai Beban Persediaan- LO sebesar Rp. 3.873.971.650,00 berbeda dengan nilai realisasi Belanja Persediaan–LRA sebesar Rp.3.314.390.93.876.187.900,00. Terdapat selisih sebesar Rp2.216.250,00. 
Hal ini terjadi karena adanya selisih  nilai persediaan tahun 2018 (persediaan awal) sebesar Rp.395.000,00 dan  nilai persediaan tahun 2019 (persediaan akhir) sebesarRp. 2.611.250,00 

Secara perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

LO  =   LRA + Persediaan Awal – Persediaan Akhir

 =  ( 3.876.187.900 + 395.000) – 2.611.250 

 = 3.873.971.650
3.Beban Jasa ____________________________________ Rp.1.690.669.163,00
Realisasi Beban Jasa per 31 Desember 2019 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga adalah sebesar                      Rp. 1.690.669.163,00 atau naik sebesar Rp.290.157.823,00 dari realisasi beban jasa tahun 2018 sebesar Rp.1.400.511.340,00 
	Uraian
	Tahun 2019
	Tahun 2018
	Naik/Turun

	Beban Jasa telepon
	6.603.216.00
	6.066.790.00
	                               536.426 

	Beban Jasa air
	8.304.300.00
	6.688.230.00
	                           1.616.070 

	Beban Jasa listrik
	125.268.392.00
	119.557.542.00
	                           5.710.850 

	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah
	1.368.000.00
	1.368.000.00
	                                            - 

	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet
	98.078.255.00
	65.473.158.00
	                         32.605.097 

	Beban Jasa Pihak Ketiga
	67.000.000.00
	40.000.000.00
	                         27.000.000 

	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan
	500.000.00
	0
	                               500.000 

	Beban Jasa Dokumentasi
	9.415.000.00
	9.097.000.00
	                               318.000 

	Beban Jasa Publikasi
	185.947.000.00
	242.105.000.00
	                      (56.158.000)

	Beban Jasa Akomodasi
	350.000.00
	0
	                               350.000 

	Beban Jasa Dekorasi
	18.350.000.00
	24.350.000.00
	                         (6.000.000)

	Beban Jasa Hiburan / Rias
	5.000.000.00
	8.000.000.00
	                         (3.000.000)

	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
	12.000.000.00
	12.000.000.00
	                                            - 

	Beban Jasa Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum
	258.000.000.00
	132.000.000.00
	                      126.000.000 

	Beban Jasa Pengemudi
	28.800.000.00
	24.400.000.00
	                           4.400.000 

	Beban Jasa Operator
	277.200.000.00
	415.100.000.00
	                    (137.900.000)

	Beban Jasa Tenaga Sosial / Pelayanan


	486.600.000.00
	216.000.000.00
	                      270.600.000 

	Beban Sewa Gedung
	2.250.000.00
	0
	                           2.250.000 

	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
	1.000.000.00
	800.000.00
	                               200.000 

	Beban Sewa Meja Kursi
	6.885.000.00
	5.820.000.00
	1.065.000                      


	Beban Sewa Tenda
	15.100.000.00
	18.100.000.00
	                         (3.000.000)

	Beban Sewa Sound System
	6.000.000.00
	7.000.000.00
	                         (1.000.000)

	Beban Sewa Peralatan Lainnya
	0
	2.500.000.00
	                         (2.500.000)

	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
	23.750.000.00
	19.485.620.00
	                           4.264.380 

	Beban Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
	46.900.000.00
	24.600.000.00
	                         22.300.000 

	JUMLAH
	1.690.669.163.00
	1.400.511.340.00
	                      290.157.823 


Realisasi belanja jasa LRA tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.690.669.163,00 sama demgam  realisasi beban jasa LO tahun 2019 secara rinci terdiri dari:
	URAIAN
	LRA
	PENYESUAIAN
	LO

	Beban Jasa telepon
	6.603.216.00 
	0
	6.603.216.00 

	Beban Jasa air
	8.304.300.00 
	0
	8.304.300.00 

	Beban Jasa listrik
	125.268.392.00 
	0
	125.268.392.00 

	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah

	1.368.000.00 
	0
	1.368.000.00 

	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet

	98.078.255.00 
	0
	98.078.255.00 

	Beban Jasa Pihak Ketiga

	67.000.000.00 
	0
	67.000.000.00 

	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan

	500.000.00 
	0
	500.000.00 

	Beban Jasa Dokumentasi

	9.415.000.00 
	0
	9.415.000.00 

	Beban Jasa Publikasi

	185.947.000.00 
	0
	185.947.000.00 

	Beban Jasa Akomodasi

	350.000.00 
	0
	350.000.00 

	Beban Jasa Dekorasi

	18.350.000.00 
	0
	18.350.000.00 

	Beban Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

	46.900.000.00 
	0
	46.900.000.00 

	Beban Jasa Hiburan / Rias
	5.000.000.00 
	0
	5.000.000.00 

	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
	12.000.000.00 
	0
	12.000.000.00 

	Beban Jasa Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum

	258.000.000.00 
	0
	258.000.000.00 

	Beban Jasa Pengemudi

	28.800.000.00 
	0
	28.800.000.00 

	Beban Jasa Operator

	277.200.000.00 
	0
	277.200.000.00 

	Beban Jasa Tenaga Sosial / Pelayanan

	486.600.000.00 
	0
	486.600.000.00 

	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat

	2.250.000.00 
	0
	2.250.000.00 

	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
	1.000.000.00 
	0
	1.000.000.00 

	Beban Sewa Meja Kursi
	6.885.000.00 
	0
	6.885.000.00 

	Beban Sewa Tenda
	15.100.000.00 
	0
	15.100.000.00 

	Beban Sewa Sound System
	6.000.000.00 
	0
	6.000.000.00 

	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
	23.750.000.00 
	
	23.750.000.00 

	TOTAL
	1.690.669.163.00 
	0
	1.690.669.163.00 


	
	
	


Nilai Beban Jasa – LO sebesar Rp. 1.690.669.163,00 sama dengan nilai realisasi Belanja Jasa–LRA 
Secara perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

LO   = LRA + Awal – Akhir

         =  1.690.669.163+ 0 – 0
                             =  1.690.669.163
4.Beban Pemeliharaan ______________________________ Rp.561.063.825,00
Realisasi Pemeliharaan per 31 Desember 2019 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp. 561.063.825,00 atau turun sebesar Rp.7.263.925,00 dari realisasi beban pemeliharaan tahun 2018 sebesar Rp.553.799.900,00 secara rinci terdiri dari:
Realisasi belanja pemeliharaan-LRA tahun 2019 adalah sebesar                     Rp. 561.063.825,00 sama dengan realisasi beban pemeliharaan tahun 2019, secara rinci terdiri dari:
	URAIAN
	LRA
	PENYESUAIAN
	LO

	Beban Jasa Service
	20.616.500.00 
	0
	20.616.500.00 

	Beban Penggantian Suku Cadang
	46.245.500.00 
	0
	46.245.500.00 

	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

	213.109.750.00 
	0
	213.109.750.00 

	Beban Jasa KIR

	42.000.00 
	0
	42.000.00 

	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
	18.044.825.00 
	0
	18.044.825.00 

	Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin
	59.640.000.00 
	0
	59.640.000.00 

	Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan
	203.365.250.00 
	0
	203.365.250.00 

	Total
	561.063.825.00 
	0
	561.063.825.00 


Nilai Beban Pemeliharaan – LO sebesar Rp. 553.799.900,00 sama dengan dengan nilai realisasi Pemeliharaan–LRA sebesar Rp.553.799.900,00. 

Secara perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

LO= LRA + Awal – Akhir

=  553.799.900 + 0 – 0

=  553.799.900,00
5.Beban Perjalanan Dinas _________________________ Rp. 3.480.198.169,00
Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga adalah sebesar              Rp. 3.480.198.169,00 atau naik sebesar Rp.128.858.817,00 dari realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2018 sebesar Rp.3.351.339.352,00 secara rinci terdiri dari:
	Uraian
	Tahun 2019
	Tahun 2018
	Naik/Turun

	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	2.718.134.500 
	2.704.471.500.00 
	                         13.663.000 

	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
	762.063.669 
	646.867.852.00 
	                      115.195.817 

	JUMLAH
	3.480.198.169
	3.351.339.352,00
	                      128.858.817 


Realisasi belanja perjalanan dinas LRA tahun 2019 adalah sebesar Rp.3.480.198.169,00 sama dengan realisasi beban perjalanan dinas tahun 2019, secara rinci terdiri dari:
	URAIAN
	LRA
	PENYESUAIAN
	LO

	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	2.718.134.500 
	0,00 
	2.718.134.500 

	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
	762.063.669 
	0,00 
	762.063.669 

	TOTAL
	3.480.198.169
	0,00
	3.480.198.169


Realisasi Beban Perjalanan Dinas–LO sebesar Rp. 3.480.198.169,00 sama dengan dengan nilai realisasi Pemeliharaan–LRA sebesar                        Rp. 3.480.198.169,00. 

Secara perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

LO= LRA + Awal – Akhir

      =  3.480.198.169 + 0 – 0

      =  3.480.198.169
      3.Beban Hibah 
                                                      Rp. 1.518.876.944,00
Saldo beban hibah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp. 1.518.876.944,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 316.526.280 atau 17,25 % jika dibandingkan beban hibah tahun 2018, seperti terlihat dalam tabel di bawah. 

	
	2019
	2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	LRA

(Rp.)
	Penyesuaian

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	Rp.
	%

	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat 
	162.799.000
	1.356.077.944
	1.518.876.944
	1.835.403.224
	(316.526.280)
	(17.24)

	Jumlah
	162.799.000
	1.356.077.944
	1.518.876.944
	1.835.403.224
	(316.526.280)
	(17.24)



Beban Hibah Tahun 2019 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp. 1.518.876.944,00.
Nilai Beban Hibah – LO sebesar Rp. 1.518.876.944,00 berbeda dengan nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA  sebesar                              Rp. 162.799.000,00. Hal ini terjadi karena adanya persediaan alat dan obat kontrasepsi tahun 2019 sebesar Rp. 709.048.416,00, adanya  persediaan akhir tahun 2019 sebesar  Rp. 1.127.813.352,00, dan adanya dropingan persediaan dari propinsi th 2019 sebesar                               Rp. 1.774.842.880,00. Secara perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikut :
LO   = LRA + Persed Awal – Persed Akhir +Droping alokon dari propinsi             

1.518.876.944= 162.799.000+709.048.416– 1.127.813.352+1.774.842.880

    4.Beban Bantuan Sosial 
                                 Rp. 376.850.000,00

Saldo beban bantuan sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar      Rp. 376.850.000,00 atau mengalami penurunan sebesar        Rp. 140.950.000,00 atau 27.22 % jika dibandingkan beban bantuan sosial tahun 2018, seperti terlihat dalam tabel di bawah. 
	
	2019
	2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	LRA

(Rp.)
	Penyesuaian

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	Rp.
	%

	Beban Bantuan Sosial yg Diserahkan Kpd Kelompok Masyarakat 
	312.600.000
	64.250.000
	376.850.000
	517.800.000
	(140.950.000)
	(27.22)

	Jumlah
	312.600.000
	64.250.000
	376.850.000
	517.800.000
	(140.950.000)
	(27.22)



Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp. 376.850.000,00.

Nilai Beban Bantuan Sosial – LO sebesar Rp. 376.850.000,00 berbeda dengan nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA  sebesar                              Rp. 312.600.000,00. Hal ini terjadi karena adanya persediaan bantuan sosial tahun 2018 sebesar Rp.79.000.000,00,. Secara perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

LO             = LRA       +Persediaan awal -  Persed Akhir 

376.850.000  = 312.600.000 +  79.000.000 – 14.750.000
      5.Beban Penyusutan dan Amortisasi__________Rp. 1.060.051.365,50
Beban Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebesar        Rp. 1.060.051.365,50 atau kenaikan sebesar Rp. 204.893.496,67 atau    23.96 % jika dibandingkan beban penyusutan dan amortisasi tahun 2018, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.
	            Uraian
	2019
	2018
	Kenaikan/Penurunan

	
	LO (Rp.)
	LO (Rp.)
	Rp.
	%

	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
	245.915.000,00
	234.141.250,00
	11.773.750 
	 5.03 

	BP alat angk. darat tak bermotor
	0,00
	437.500,00
	(437.500)
	 (100)

	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
	250.000,00 
	250.000,00 
	0 
	0

	Beban Penyusutan Alat Kantor
	76.375.000,00 
	71.010.000,00
	              5.365.000 
	   7.56 

	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
	111.276.000,00
	97.904.000,00
	            13.372.000 
	 13.66 

	Beban Penyusutan Komputer
	257.661.750,00 
	216.111.750,00
	            41.550.000 
	 19.23 

	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
	5.910.000,00 
	14.920.000,00
	(9.010.000)
	(60.39)

	Beban Penyusutan Alat Studio
	60.073.000,00
	49.113.000,00
	            10.960.000 
	   22.32 

	Beban Penyusutan Alat Komunikasi
	61.537.600,00 
	25.844.600,00
	            35.693.000 
	 138.11 

	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
	600.000,00 
	0.00 
	                 600.000.000 
	 100,00 

	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
	666.666,67 
	0.00 
	666.666,67 
	         100,00 

	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
	235.105.123,83 
	140.074.543
	95.030.581 
	67.84

	BP Sarana Pelengkap
	0
	  4.620.000


	       (4.620.000)
	     (100)   

	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
	668.725,00 
	668.725,00 
	0.00
	                 0.00 

	Beban Penyusutan Jaringan Listrik
	62.500,00 
	62.500,00 
	0.00                          
	                 0.00 

	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat
	3.950.000,00 
	0.00 
	              3.950.000,00 
	           100,00 

	
	1.060.051.365,50 
	855.157.868,83 
	          204.893.498,67 
	         23,96 


5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. Ekuitas Awal______________________________Rp 9.798.093.651,54
Ekuitas awal pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 berasal dari saldo akhir tahun ekuitas tahun 2018 sebesar Rp.9.798.093.651,54
          B.Surplus / Defisit-LO_________________________Rp (16.032.089.392,50)
Surplus/defisit – LO tahun 2019 Rp (16.063.814.740,83) merupakan perhitungan dari  Pendapatan – LO Rp. 2.074.230.880,00 dikurangi Beban – LO Rp. 18.106.320.272,50 
Saldo Defisit-LO tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.31.725.384,33 atau (0,20 % ) dibandingkan saldo Defisit-LO tahun 2018, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

	
	2019
	2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	LO

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	Rp.
	%

	Pendapatan-LO
	2.074.230.880,00
	1.361.610.460,00
	712.620.420,00
	52.34

	Beban
	18.106.320.272,50
	17.425.425.200,83
	680.895.071,67
	3.91

	Surplus/ Defisit-LO
	(16.063089.392,50)
	(16.063.814.740,83)
	31.725.348,33
	(0.20)


 C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan

            Mendasar ___________                              ___________Rp. 920.954.044,00
Dampak Kumulatif perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar menggambarkan transaksi selama tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas bersih tahun 2019.

Total nilai dampak kumulatif  perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebesar Rp. 920.954.044,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.919.180.044 atau 5181 % dari saldo tahun 2018.

Penurunan yang cukup signifikan tersebut berasal dari koreksi ekuitas karena mutasi aset tetap dan koreksi ekuitas karena kesalahan pencatatan utang. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terdapat mutasi aset tetap keluar SKPD, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah.

	
	2019
	2018
	Kenaikan/ Penurunan

	
	LO

(Rp.)
	LO

(Rp.)
	Rp.
	%

	Koreksi Mutasi Aset Tetap
	920.863.220,00
	(1.774.000,00)
	919.089.220,00
	5.180

	Koreksi Kesalahan Pencatatan Utang
	90.824,00
	0
	90.824,00
	100

	Total
	920.954.044,00
	(1.774.000,00)
	919.180.044,00
	5.181


       D. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan__________   Rp.17.444.346.480,00
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 adalah Defisit Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 17.444.346.480,00 yang harus dikonsolidasikan dengan PPKD.Saldo Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan tersebut merupakan R/K PPKD tahun 2019.
E.Ekuitas Akhir__________________________         Rp.12.131.304.783,04
Ekuitas Akhir pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp. 12.131.304.783,04 berasal dari perhitungan Ekuitas Awal tahun 2019 sebesar Rp 9.798.093.651,54 dikurangi dengan Defisit LO sebesar (Rp 16.032.089.392,50) , ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sebesar                  Rp. 920.954.044,00 dan ditambah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp. 17.444.346.480,00

BAB VI

                                                                     PENUTUP


Demikian Catatan atas Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 yang merupakan salah satu jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,  Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan beserta lampirannya yang kesemuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2019.


Keberhasilan pencapaian sasaran yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 juga tidak lepas dari hasil kerja keras dan kebersamaan yang terjalin antara semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Demikian Laporan Keuangan OPD Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan Belanja Daerah. Dengan Laporan Keuangan ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan APBD Tahun 2019 pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

KEPALA DINSOSDALDUKKBP3A 
KABUPATEN PURBALINGGA

RADITYA WIDAYAKA, AP
Pembina Utama Muda
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